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¢. Berdasarkan sur:at Rekomendasi dari Penilik Nomor : 212/[PI-SML
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‘Tanggal 16 November 2021 tersebut dapat diberikan izin penyelengga:aan
pendldlkan

~ Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB NUR'AINI ditetapkan
dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014

Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

11, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 20
_ Penyelenggarunl’endldlkan arakter seb i ) ]
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mbaga Pendidikan Anak Usia Dini KB
nya harus tunduk, patuh kepada ketei
angan yang berlaku.

egiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan
harus ~sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan
apat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif
Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan lap
berkala menurut model yang ditentukan.
Perpgn'angan Izin Operasional Lembaga PAUD ini b




